BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR '3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun
2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
belum mengatur penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang diberhentikan sementara, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1223);

Telah diteliti oleh

Paraf

Kepala Dispermades PPKB | /X
L=




12, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019
tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019
Nomor 47),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal |

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47) diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak
mendapatkan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan lainnya
sesuai kemampuan keuangan Desa.

(3) Penjabat Kepala Desa tidak mendapatkan Penghasilan Tetap, Tunjangan
Jabatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari
jabatannya, menerima 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap
yang seharusnya diterima dan tidak menerima tunjangan dan penerimaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan
sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.

Pasal 1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-3-2020

BUPATI BANJARNEGARA,
L"k

I
BUDHI SARWONO

.
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Diyndangkan di Banjarnegara
p tanggal 2¢ -3 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 2
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